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MOTTO 
 

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju” 

"Mimpiku adalah milikku, tetapi keberhasilanku adalah milik semua orang yang telah 

mendukung dan mendoakanku." 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, 

Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas karunia dan Ridho-Nya sehingga 

dapat menyelesaikan Karya ilmiah skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini 

untuk orang-orang dicintai dan disayangi : 

Mama dan Abah tercinta, 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, mimpi 

dan cita-cita agar ananda dapat mengemban pendidikan yang setinggi tingginya. 

Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Saudah dan Muzakkir, yang telah 

merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang 

sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat kerja keras mu 

menempuh beribu-ribu jarak untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan air mata 

yang menjatuhi pipi mu tidak dapat kubalas, doa yang selalu beliau panjatkan 

menerangi langkah ku, semoga segala doa dan harapan mu dapat terwujud. Sekiranya 

karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. 

Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih 
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mandiri dan sukses. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harap. Semoga 

setiap halaman ini menjadi doa untuk kebahagiaan kalian, karena tidak ada apapun di 

dunia ini yang lebih aku inginkan selain melihat senyum bangga dan bahagia yang 

terukir diwajah kalian. 

Kakak dan Adikku tersayang 

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta Siti Anisa dan adikku tersayang 

Muhammad Dafa Salim, atas bantuan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama 

ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, 

semoga kita semua bisa menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam 

sayang dan peluk hangat selalu untuk kalian berdua. 

Dosen pembimbing skripsi, 

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H., atas 

bimbingan dan nasihatnya selama ini, serta arahan-arahan yang sangat membantu 

hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan 

mereka. 
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RINGKASAN 

Karlina, Januari 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA 

YANG MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL. Skripsi, 

Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,    

halaman. Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.h. 

Investasi ilegal adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 

KUHP tentang penipuan. Pasal ini mengatur perbuatan yang dilakukan dengan tipu 

muslihat atau rangkaian kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum. Praktik investasi ilegal sering kali melibatkan janji 

keuntungan besar dalam waktu singkat, manipulasi informasi, hingga penggunaan 

identitas palsu. Modus-modus tersebut menyebabkan banyak masyarakat menjadi 

korban, terutama mereka yang kurang memahami risiko investasi. Namun, pengaturan 

dalam Pasal 378 KUHP dinilai terlalu umum dan kurang memberikan perlindungan 

spesifik kepada korban investasi ilegal. Akibatnya, sanksi pidana maksimal empat 

tahun penjara sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku. Oleh 

karena itu, diperlukan aturan yang lebih khusus, seperti yang terdapat dalam Undang-

Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk 

menangani kejahatan keuangan yang lebih kompleks. 

Pihak ketiga dalam investasi ilegal berperan penting sebagai promotor atau perekrut. 

Mereka sering kali memanfaatkan hubungan sosial untuk mengajak masyarakat 

bergabung, dengan menunjukkan keuntungan awal yang diperoleh sebagai bukti 

kesuksesan investasi. Dalam skema seperti ini, pihak ketiga menjadi penghubung 

utama yang memperluas jaringan korban. Meskipun banyak pihak ketiga mengklaim 

diri mereka sebagai korban, dalam hukum pidana, peran mereka dapat dianggap 

sebagai bagian dari penyertaan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Jika 

terbukti memberikan bantuan atau peluang bagi pelaku utama, mereka dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Selain itu, promosi yang dilakukan secara daring, 

misalnya melalui media sosial, dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur ancaman pidana bagi penyebaran informasi 

palsu yang merugikan konsumen. 

Dalam perspektif hukum pidana, asas Ultimum Remedium menegaskan bahwa hukum 

pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah solusi lain, seperti penyelesaian 

melalui jalur perdata atau restorative justice, tidak berhasil. Namun, dalam kasus di 

mana pihak ketiga gagal bekerja sama atau tidak mampu mengembalikan kerugian 
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korban, langkah pemidanaan menjadi jalan yang harus ditempuh. Penguatan edukasi 

masyarakat dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk mencegah kasus 

serupa di masa depan. Dengan adanya pendekatan integral yang melibatkan kebijakan 

penal dan non-penal, serta pengaturan yang lebih spesifik terhadap kejahatan investasi 

ilegal, diharapkan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat ditingkatkan secara 

signifikan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan pada 

pasal 378 KUHP dan pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang terlibat dalam 

kegiatan investasi ilegal, berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Fenomena 

investasi ilegal berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan 

masyarakat untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat. Sayangnya, praktik 

ini sering kali menimbulkan banyak korban akibat ketidakpahaman akan risiko serta 

tipu daya yang dilakukan oleh pihak ketiga, dengan sistem afinitas atau cara 

mempromosikan investasi tanpa legalitas. 

Kajian hukum difokuskan pada pengaturan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan 

dan pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang mengajak dalam kegiatan investasi 

ilegal. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menggali peran pihak ketiga yang 

secara langsung atau tidak langsung mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi 

ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga yang menerima keuntungan 

melalui persentase dari ajakan investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana apabila terbukti berkontribusi dalam pelanggaran hukum. Penelitian ini juga 

menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, penggunaan aturan hukum 

khusus yang spesifik, serta edukasi masyarakat untuk mencegah maraknya investasi 

ilegal.   

Kata Kunci (keyword): Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Pihak Ketiga, 

Investasi Ilegal 
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